
PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam  rangka  mewujudkan  manajemen  pemerintahan  yang  efektif,  transparan  dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIYANA, S.Sos. M.Si.

Jabatan : Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan

Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Jabatan : Wali Kota Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan.  Keberhasilan  dan  kegagalan

pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap  capaian  kinerja  dari  perjanjian  ini  dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN

${ttd2}

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID,
S.E., M.M.

Pekalongan,  5 Januari 2026
Ditanda tangani secara elektronik oleh:

Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

${ttd1}

SRIYANA, S.Sos.,M.Si
NIP. 196807091990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO. TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

TUJUAN

1 Meningkatkan kualitas 

pembangunan daerah dengan 

meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan, menurunkan 

angka ketimpangan gender, 

serta meningkatkan kualitas 

pemenuhan hak anak, dan 

kualitas pelayanan publik

Tingkat partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan

17,50 Persen Formulasi : Anggaran swadaya yang 
dikeluarkan oleh masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan kelurahan dibagi Dana 
kelurahan (APBD) yang digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan kelurahan) x 100

Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data : DPMPPA

Indeks ketimpangan 
gender (IKG)

0.183 - 0.167 
Indeks

Formulasi :  Release dari BPS

Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data : BPS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO. TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Kategori kota layak anak Kategori 
Nindya

Formulasi: Kategori penghargaan hasil evaluasi 
Kab/Kota Layak Anak pada tahun N yang 
diberikan oleh Kementerian PPPA

Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data : Kementerian PPPA

Indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) OPD

98.33 Indeks Formulasi :Indeks Kepuasan Masyarakat 
DPMPPA tahun N

Tipe capaian :Semakint inggi semakin baik

Sumber data : Bagian Organisasi Setda

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya  Peran  LKK
Dalam Pembangunan

Persentase LKK yang aktif 
dalam pembangunan

100 Persen Formulasi :Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan aktif dibagi Jumlah seluruh Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan dikali 100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO. TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data :DPMPPA

2 MeningkatnyaKualitas
Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan 
Gender (IPG)

95.76 Indeks Formulasi :Release dari BPS

Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data :BPS

3 Meningkatnya  Kualitas
Pemenuhan Hak Anak

Persentase pendampingan
pemenuhan hak anak 
(kelembagaan, hak sipil 
dan kebebasan, 
lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, 
kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, pendidikan,
pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya serta 
perlindungan khusus)

100 Persen Formulasi: Jumlah pendampingan pemenuhan 
hak anak dibagi jumlah total pendampingan 
pemenuhan hak anak (FA, PISA, Ponpes, PRA,
SRA, RIRA, RBRA, PKA, DEKELA) dikali 100

Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data :DPMPPA

4 Meningkatnya  Akuntabilitas Nilai SAKIP OPD 83.57 Nilai Formulasi :  Nilai SAKIP DPMPPA tahun N

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO. TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Kinerja Perangkat Daerah
Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik

Sumber data :Inspektorat Daerah

Program Anggaran Keterangan

1. PenunjangUrusanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.357.894.000,00 APBD

2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp.      19.558.000,00 APBD

3. Perlindungan Perempuan Rp.    145.752.000,00 APBD

4. PeningkatanKualitasKeluarga Rp.      13.924.000,00 APBD

5. Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp.        6.220.000,00 APBD

6. PerlindunganKhusus Anak Rp.    315.119.000,00 APBD

7. PeningkatanKerja Sama Desa Rp.    395.566.000,00 APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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8. AdministrasiPemerintahan Desa Rp.        6.499.000,00 APBD

9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,  Lembaga Adat

dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah

Rp.    320.310.000,00

Rp. 4.580.842.000,00

APBD

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN

${ttd2}

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pekalongan, 5 Januari 2026
Ditanda tangani secara elektronik oleh:

Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

${ttd1}

SRIYANA, S.Sos.,M.Si
NIP. 196807091990031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRIYANA, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

dengan  lampiran  perjanjian  ini,  dalam  rangka  mencapai  target  kinerja  jangka

menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak  Kedua akan melakukan supervisi  yang diperlukan serta  akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 
        Pekalongan,  5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA

Pihak Pertama,
Sekretaris DPMPPA

${ttd2} ${ttd1}

SRIYANA, S.Sos., M.Si. TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes
NIP 19680709 199003 1 008 NIP 19750219 199903 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

N
o

Sasaran
Program

Indikator Kinerja
Targe

t
Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya 

kualitas tata 
kelola 
pemerintahan 
daerah

Persentase keselarasan 
perencanaan, kinerja 
evaluasi dan kinerja 
keuangan perangkat 
daerah

100,0
0

perse
n

Formulasi : Persentase capaian kegiatan 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan 
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2
Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik
Sumber data : DPMPPA

Persentase Ketersediaan
Layanan Administrasi 
Kepegawaian, 
Administrasi Umum dan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

100,0
0

perse
n

Formulasi : Persentase capaian kegiatan Adminitrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase 
capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
dibagi 2
Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik
Sumber data : DPMPA

Persentase 
Pengadaan/Pemeliharaa
n Barang Milik Daerah

100,0
0

perse
n

Formulasi : Persentase capaian kegiatan 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah + Persentase capaian kegiatan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 1
Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik
Sumber data : DPMPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp                                       11.547.000,00 APBD

2 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

Rp                                  2.678.081.000,00 APBD

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp                                     11.5356.000,00 APBD
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Rp                                     485.347.000,00 APBD

5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Rp                                     67.563.000,00 APBD

Jumlah Rp                                  3.357.894.000,00

             Pekalongan,  5 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala DPMPPA Sekretaris DPMPPA

${ttd2} ${ttd1}

SRIYANA, S.Sos., M.Si. TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes

NIP 19680709 199003 1 008 NIP  19750219 199903 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PERJANJIAN K!NERJA TAHUN 2026

Dalam 「angka mewujudkan manajemen peme血tahan yang efektif, t「anSParan dan

akuntabeI se巾a berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah in上

Nama　　　　　　: DESI LESTAR看S.E.

Jabatan　　　: PeneIaah Teknis Keb時kan DPMPPA Kota PekaIongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama　　　　　: ENi PURWANTl, S.STP

Jabatan　　　: Kepala Bidang Keiembagaan Masyarakat dan Pembe「dayaan

Masya「akat DPMPPA Kota Pekaiongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pe巾ama berianji akan mew山udkan target kinerja yang seha「usnya sesuai

iampiran pe巾a申an ini, daIam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

SePe巾yang telah ditetapkan daIam dokumen pe「encanaan. Kebe「hasiian dan

kegagaIan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan superviSl yang dipe「lukan serta akan me!akukan

evaiuasi te巾adap capaian kinerja dari perja巾ian ini dan mengambii tindakan yang

dipe巾ukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi"

Pihak Kedua,

Kepaia Bidang KMPM

NtP 19860804 200412 2 002

Pekaiongan, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

Peneiaah Teknis Ke坤akan

DPMPPA Kota Peka!ongan

き革
DES看しESTARl, S.E.

NIP 198912122020122013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O26

unIt K〇両: Dlnas Pemb〇両ay種an Masya輪kIlt, Perempuan dan Perlindung州Anak Kota Pekalongan

No �Sasa輪nl(Ineりa �ind耽atorK!nerla �Ta喝et �Kete「angan 

1 �2 �3 �4 �5 

SasaranKegiatan: �� �� 

1 �Terfas柵asinyaLembagaKemasyarakatan �PersentaseLembagaKemasyarakatanYang �14,29pe「Sen �Fo「muIasi:Jumlahlembaga 

Keiu「ahanDalamPeningkatanKapasitas �TerfasilitasiDaiamPeningkatanKapasitas ��kemasyarakatanyangterfasiIitasi daIampeningkatankapasitasdibagi jumIahlembagakemasyarakatan dikal=OO Tipecapaian:Semakintjnggi Semakinbaik SumberData:DPMPPA 

SasaranSubKegiatan: �� �� 

1 �TeriaksananyaPenataan,Pemberdayaandan �JumIahDokumenHasilPenataan, �1dokumen �Formuiasi:JumIahDokumenHasil 

PendayagunaanKeIembagaanLembaga �PemberdayaandanPendayagunaan ��Penataan,Pembe「dayaandan 

KemasyarakatanDesa/Kelurahan(RT,RW, �KeiembagaanしembagaKemasyarakatan ��PendayagunaanKelembagaan 

PKK,Posyandu,LPM,danKa「angTa「una), �Desa/KeIu「ahan(RT,RW,PKK,Posyandu, ��しembagaKemasyarakatan 

しembagaAdatDesa/Keiurahandan �LPM,danKarangTa田na),しembagaAdat ��Desa/Keiurahan(RT,RW,PKK, 

MasyarakatHukumAdat �Desa/Kelu「ahandanMasyarakatHukumAdat ��Posyandu,しPM,danKarang Ta「una),しembagaAdat Desa/KeiurahandanMasya「akat HukumAdat T吋ecapaian:Semakintinggi Semakinbaik SumberData:DPMPPA 



No �SasaranKlne鴫a �indikatorKin〇両 �Ta喝et �Kete「angan 

1 �2 �3 �4 �5 

2 �MeningkatnyaKapasitasKelembagaan �JumlahしembagaKemasyarakatan �1Iembaga �Fomulasi:JumIahしembaga 

しembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan �DesalKeIu「ahan(RT,RW,PKK,Posyandu, ��KemasyarakatanDesa/Kelurahan 

(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,danKa「ang �LPM,danKarangTaruna),LembagaAdat ��(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, 

Taruna).LembagaAdatDesan(elurahandan �Desa/KeiurahandanMasyarakatHukumAdat ��danKarangTa山na),LembagaAdat 

MasyarakatHukumAdat �yaれgDitingkatkanKapasitasnya ��Desa/KeIurahandanMasyarakat HukumAdatyangDitingkatkan Kapasitasnya Tipecapaian:Semakintinggi Semakinbaik SumberData:DPMPPA 

PekaIongan, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

NIP 19891212202012 2013
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